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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi Pajak Air Tanah dalam 

meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada Badan Keuangan Daerah di 

Kabupaten Tabanan yang dikarenakan pada tahun 2020 hingga tahun 2021 terjadi 

penurunan jumlah wajib pajak yang disebabkan oleh pandemic Covid-19 serta 

beberapa faktor penyebab lainnya. Beberapa wajib pajak mengajukan surat 

pemberhentian sebagai wajib Pajak Air Tanah dikarenakan kurangnya pendapatan 

yang didapat selama pandemi. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui strategi apa 

yang digunakan Bakeuda dalam manambah potensi dan mengajak kembali wajib 

pajak yang terhenti hingga terdaftar kembali. Berdasarkan hasil penelitian dapat 

dilihat bahwa penambahan potensi pajak sudah terlihat dari strategi yang digunakan 

oleh pihak bakeuda akan tetapi menurut peneliti dalam intern belum melakukan 

pembagian pendataan wilayah secara baik yang dikarenakan jumlah pegawai/staff 

yang minim untuk pembagian wilayah yang begitu banyak dan sulit dijangkau 

Kondisi nyata penggunaan strategi yang digunakan oleh pihak Bakeuda dengan cara 

terjun langsung untuk pendataan serta berkomunikasi secara langsung dengan 

masyarakat yang dikatakan bisa untuk dijadikan potensi oleh pihak Bakeuda agar 

tidak terjadi miskomunikasi dan dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. 

Saran yang dapat diberikan oleh peneliti adalah lebih cenderung terhadap 

pegawai/staff yang dibagi agar dapat pemerataan wilayah serta fokus terhadap 

wilayah yang dijadikannya potensi baru. 

 

 
Kata Kunci: Pajak Air Tanah, Badan Keuangan Daerah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

 

Keberhasilan suatu Negara dapat dilihat dari indikator terpenuhinya 

salah satu syarat untuk kemakmuran rakyat, terutama dalam pemenuhan pada 

bidang ekonomi secara luas. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebagai 

masyarakat diharuskan untuk berkembang dan mengikuti perubahan serta 

pertumbuhan yang begitu pesat sesuai dengan perkembangan zaman 

khususnya dalam era digitalisasi ini. 

Seiring perkembangan zaman dalam menjalankan suatu pemerintahan, 

tentunya membutuhkan sumber daya, baik dari sisi sumber daya manusianya 

maupun sumber pendanaan dalam menunjang pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Dengan bergulirnya pelimpahan kewenangan dalam otonomi 

daerah, maka daerah menyambut dengan semangat dalam mengelola 

daerahnya masing-masing, termasuk dalam pengelolaan dari sektor pajak, 

dimana terdapat beberapa sektor pajak yang merupakan kewenangan 

pengelolaan pemerintah pusat dialihkan pengelolaannya kepada pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, seperti pada Badan Keuangan 

Daerah di Kabupaten Tabanan. 
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Sektor pajak merupakan komponen yang memberikan kontribusi yang 

sangat besar terhadap penerimaan baik pusat maupun daerah. Pajak 

memberikan masukan relatif besar terhadap pendapatan suatu negara maupun 

pendapatan daerah yang berupa PAD (Pendapatan Asli Daerah). 

PAD menitikberatkan aktivitas perekonomian yang memiliki konsep 

tidak membebani dan mengeksploitasi rakyat miskin dengan strategi 

memperbesar ruang fiskal daerah dengan melakukan pembenahan kebijakan 

penerimaan, khususnya sektor pajak dan retribusi. Adapun langkah-langkah 

yang dapat dilaksanakan dalam mewujudkan hal tersebut yaitu dengan : 

a. Menyusun strategi yang komprehensif dan upaya yang serius untuk 

meningkatkan penerimaan pajak daerah; 

b. Meningkatkan kesadaran publik untuk membayar pajak; 

 

c. Mencegah penyalahgunaan atau korupsi perpajakan dan mencegah 

praktik financial flows (modus penghindaran/pengelakan pajak); 

d. Sumber penerimaan pajak harus mencerminkan asas keadilan 

 

e. Membentuk Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang 

perlindungan, pengamanan, peruntukan aset-aset daerah Provinsi dan 

Kabupaten/Kota. 

Pengenaan pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua 

bagian yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang No. 28 

Tahun 2009 pasal 1 angka 10, pajak daerah didefinisikan sebagai kontribusi 

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya 
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memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung yang nantinya digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- 

besarnya untuk kemakmuran rakyat.Pemerintah pusat menyerahkan wewenang 

terhadap pemerintah daerah untuk pengelolaan urusan di tingkat daerah secara 

mandiri atau bisa disebut sebagai otonomi daerah. Otonomi daerah menjadikan 

pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam membuat aturan dan 

mengelola urusan pemerintahannya sendiri (Komang, 2022). 

Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Badan Keuangan Daerah yang 

menjadi leeding sector pengelolaan pajak daerah melaksanakan pengelolaan 9 

jenis pajak daerah diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, 

Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Bumi dan Bangunan 

sektor Perdesaan dan Perkotaan. Dalam kesempatan ini penulis memilih salah 

satu jenis pajak daerah yaitu Pajak Air Tanah sebagai objek penelitian dalam 

penyusunan proposal skripsi. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 4 Tahun 2011 

disebutkan bahwa Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau 

pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah 

atau batuan di bawah permukaan tanah. Memiliki tujuan sebagai penertiban 

dan penataan pemanfaatan Air Tanah yang diusahakan masyarakat serta 

meningkatkan PAD sebagai penunjang kegiatan pembangunan daerah melalui 

Pajak Air Tanah. Pajak Air Tanah pemungutannya dilakukan melalui 

pencatatan Water Meter (WM) yang terpasang pada wajib pajak. Besaran atas 
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pemanfaatan air tanah yang digunakan oleh wajib pajak terlihat pada water 

meter. Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) adalah nilai air tanah yang telah 

diambil, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan 

harga dasar air. Kegiatan pencatatan atas pemanfaatannya dilakukan oleh 

petugas pencatat yang selanjutnya dilakukan proses perhitungan atas ketetapan 

yang harus dibayarkan lalu diterbitkan dalam dokumen Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Air Tanah (SKPD-AT) untuk masa pajak atau setiap bulannya. 

Pemungutan pajak yang menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah 

merupakan pemungutan pajak dengan Official Assessment System atau 

besaran pajak yang ditentukan oleh pemerintah, dalam hal ini salah satu pajak 

yang menggunakan sistem pemungutan ini adalah pemungutan Pajak Air 

Tanah. Selain itu terdapat pemungutan pajak dengan Self Assessment System 

atau perhitungan, pembayaran dan pelaporan atas layanan yang diperoleh, 

dilakukan langsung oleh wajib pajak itu sendiri. 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan harus memberikan 

pelayanan yang baik mulai dari kegiatan penghimpunan data objek dan subjek 

pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 

pajak kepada wajib pajak serta pengawasan dalam pembayaran pajak tersebut. 

Hingga saat ini terdapat banyak badan usaha yang memanfaatkan penggunaan 

air tanah namun tidak mendaftarkan diri sebagai wajib pajak pada Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah 

tantangan baru yang dihadapi oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan yang harus mampu mempertahankan sekaligus meningkatkan jumlah 
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wajib pajak yang berpotensi dalam penggunaan Air Tanah. Jika tidak dikelola 

dengan baik dan tidak disertai pengawasan yang ketat, maka akan mengancam 

kelangsungan hidup sektor pajak. 

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan dilanda kekhawatiran 

akibat belum tercapainya realisasi penerimaan pajak yang sesuai dengan target 

penerimaan pajak daerah. Dalam upaya mewujudkan penerimaan pajak daerah 

yang sesuai dengan target, peranan masyarakat dalam ketaatan membayar 

pajak tidak terlepas dalam hal ini. Berdasarkan data yang diperoleh dari 

Bakeuda Kabupaten Tabanan mengenai jumlah penerimaan wajib pajak dilihat 

pada grafik berikut  : 

Tabel 1. 1 Jumlah Penerimaan Wajib Pajak di Kabupaten Tabanan Tahun 

2021 

 

Sumber: Bakeuda Kabupaten Tabanan 
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Dilihat dari tabel 1.1 mengenai jumlah penerimaan wajib pajak di 

Kabupaten Tabanan dari tahun 2018 hingga 2022 mengalami kenaikan jumlah 

wajib pajak pada tahun 2019 namun terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 

2021. Penurunan tersebut terjadi pada saat dunia sedang menghadapi pandemi 

covid-19. Adapun indikasi penyebab menurunnya jumlah wajib pajak di tahun 

2020 dan 2021 yang bertepatan dengan terjadinya pandemi covid-19 adalah 

disebabkan oleh faktor-faktor diantaranya penghasilan yang diperoleh pada 

saat pandemi covid-19 menurun sehingga pembayaran kewajiban pajak 

menjadi tertunda, oleh sebab itu terdapat wajib pajak yang mengajukan surat 

pemberhentian sebagai wajib pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan. 

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, dengan beberapa asumsi 

tentang Pajak Air Tanah yang sangat berpotensi dalam kelangsungan hidup 

sektor pajak namun menghadapi sebuah tantangan yang cukup besar karena 

terdapat penurunan jumlah potensi wajib pajak yang disebabkan oleh beberapa 

faktor. Maka hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk mengetahui 

bagaimana strategi yang seharusnya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah 

khususnya pada sektor Pajak Air Tanah untuk bisa mengoptimalkan dalam 

peningkatan jumlah wajib pajak. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan 

penelitian dengan judul “Strategi Sektor Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan 

Jumlah Potensi Wajib Pajak Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat disusun 

rumusan masalah sebagai berikut : 

1.2.1 Bagaimana strategi sektor pajak air tanah dalam meningkatkan jumlah 

potensi wajib pajak pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten 

Tabanan? 

1.2.2 Apa saja hambatan-hambatan sektor pajak air tanah dalam 

meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tabanan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu sebagai berikut : 

 
1.3.1 Untuk mengetahui strategi sektor pajak air tanah dalam 

meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tabanan 

1.3.2 Untuk mengetahui hambatan-hambatan sektor pajak air tanah dalam 

meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada Badan Keuangan 

Daerah Kabupaten Tabanan 

1.4 Kontribusi Hasil Penelitian 

 

Adapun kontribusi hasil penelitian yaitu sebagai berikut : 

1.4.1 Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan 

tentang strategi sektor pajak air tanah dalam meningkatkan jumlah 
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potensi wajib pajak dan juga dapat dijadikan sebagai bahan kajian atau 

bahan penelitian lebih lanjut. 

1.4.2 Hasil penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi penulis dan 

juga sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana terapan pada 

Program Studi Manajemen Bisnis Internasional di Jurusan 

Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bali. 

1.4.3 Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber 

informasi untuk penelitian selanjutnya khususnya mahasiswa Jurusan 

Administrasi Bisnis. 

1.4.4 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi Badan Keuangan Daerah 

Kabupaten Tabanan mengenai strategi dalam meningkatkan jumlah 

potensi wajib pajak dalan sektor pajak air tanah. 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

Sistematika pembahasan penelitian mengenai “Strategi Sektor Pajak Air 

Tanah Dalam Meningkatkan Jumlah Potensi Wajib Pajak Pada Badan 

Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan” ini terdiri dari lima bab. Berikut 

uraian pembahasan pada masing-masing bab: 

1.5.1. BAB I PENDAHULUAN 

 

Bab ini membahas mengenai gambaran umum penelitian yang 

meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kontribusi hasil 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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1.5.2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini merupakan tinjauan pustaka yang memberi pemaparan 

mengenai teori-teori yang telah didapat melalui studi literatur yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan, kemudian ditambah lagi 

dengan adanya contoh-contoh penelitian terdahulu serta kerangka 

pemikiran. 

1.5.3. BAB III METODE PENELITIAN 

 

Bab ini berisikan jenis data yaitu data kualitatif, sumber data yang 

meliputi data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data yaitu 

observasi, wawancara, dan dokumentasi serta metode analisis data yang 

menggunakan teknik analisis data kualitatif. 

1.5.4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini berisi profil singkat mengenai perusahaan dimana tempat 

penelitian dilakukan serta hasil analisis yang membahas strategi yang 

dilakukan oleh sektor pajak air tanah dalam meningkatkan jumlah potensi 

wajib pajak pada badan keuangan daerah Kabupaten Tabanan. 

1.5.5. BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dari penelitian yang 

telah dilaksanakan serta rekomendasi yang diberikan untuk 

pengembangan selanjutnya. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, maka 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Jumlah penerimaan wajib pajak di Kabupaten Tabanan dari tahun 2018 

hingga 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2018 menuju 2019 

namun terdapat penurunan jumlah wajib pajak pada tahun 2020 dan 

2021 setelah menerapkan strategi yang digunakan dari pihak badan v 

keuangan daerah Kabupaten Tabanan pada tahun 2022 mengalami 

peningkatan kembali. Penurunan tersebut terjadi pada saat dunia sedang 

menghadapi pandemi covid-19. Adapun indikasi penyebab 

menurunnya jumlah wajib pajak di tahun 2020 dan 2021 yang 

bertepatan dengan terjadinya pandemi covid-19 adalah disebabkan oleh 

faktor-faktor diantaranya penghasilan yang diperoleh pada saat pandemi 

covid-19 menurun sehingga pembayaran kewajiban pajak menjadi 

tertunda, oleh sebab itu terdapat wajib pajak yang mengajukan surat 

pemberhentian sebagai wajib pajak pada Bakueda Kabupaten Tabanan. 

Dengan beberapa asumsi tentang Pajak Air Tanah (PAT) yang sangat 

berpotensi dalam kelangsungan hidup sektor pajak namun menghadapi 

sebuah tantangan yang cukup besar karena terdapat 

 

57 



58 
 

 

 

 

penurunan jumlah potensi wajib pajak yang disebabkan oleh beberapa 

faktor. Maka strategi yang dilakukan oleh sektor PAT dalam 

meningkatkan jumlah potensi wajib pajak pada Bakeuda Kabupaten 

Tabanan yaitu melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, 

menambah obyek dan subyek pajak, menyelenggarakan sistem 

komputerisasi penerimaan pajak, menyediakan fasilitas yang memadai 

kepada staff/pegawai yang dapat mendukung kelancaran proses 

pencarian potensi wajib pajak, serta memberikan arahan serta 

melakukan pembinaan kepada staff dan pegawai dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya sesuai peraturan yang berlaku. 

2. Dalam proses melaksanakan strategi untuk meningkatkan jumlah 

potensi wajib pajak tentunya menemukan berbagai hambatan. Adapun 

yang menjadi hambatan dalam meningkatkan jumlah potensi wajib 

pajak pada Bakeuda Kabupaten Tabanan yaitu kurangnya kesadaran 

masyarakat untuk melaporkan usahanya, maka dari itu Bakeuda 

Kabupaten Tabanan bekerja sama dengan Kepala Desa setempat untuk 

mendata usaha masyarakat yang tinggal di wilayahnya sehingga mudah 

mengetahui usaha yang terlapor ke kantor desa khususnya pada 

masyarakat yang menggunakan Air Tanah. Kendala selanjutnya yaitu 

kekurangan pegawai dalam mensurvei lokasi wajib pajak dikarenakan 

banyak potensi Obyek Pajak yang seharusnya dapat dijadikan potensi 

menjadi wajib pajak namun karena minimnya jumlah pegawai di 

Bakeuda Kabupaten Tabanan membuat pelaporan pajak yang tercatat 
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harus mendata ke wilayah lainnya. Kendala-kendala lainnya seperti 

data wajib pajak tidak muncul di sistem bank, lokasi keberadaan wajib 

pajak yang susah dijangkau oleh pegawai Bakeuda Kabupaten 

Tabanan, serta kurangnya pemahaman wajib pajak sebagai subjek pajak 

daerah, serta pemahaman tentang peraturan-peraturan daerah mengenai 

pajak dan retribusi daerah. 

5.2. Saran 
 

Adapun saran yang dapat penulis berikan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam hal pendataan potensi wajib pajak daerah harus dilakukan 

dengan baik dan harus dilakukan oleh petugas yang benar-benar paham 

tentang pajak daerah. Petugas harus rajin mencari sumber-sumber yang 

dapat dijadikan potensi pajak daerah yang ada di Kabupaten Tabanan 

dan harus lebih memaksimalkan penerimaan Pajak Air Tanah. 

2. Untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, Bakeuda Kabupaten 

Tabanan perlu melakukan penyederhanaan sistem dan prosedur 

administrasi pemungutan dan melakukan penegakan hukum dalam 

upaya meningkatkan ketaatan wajib pajak serta melakukan 

pengendalian serta pengawasan atas pungutan pajak daerah. 

3. Perlu pengawasan yang lebih optimal dari atasan kepada bawahannya 

dalam hal pelayanan kepada wajib pajak. Karena bila pelayanan yang 

diberikan itu baik tentu wajib pajak akan memberi persepsi yang baik 
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terhadap pelayanan yang diberikan. Hal tersebut memberikan dampak 

untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam membayar pajak. 

4. Diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas terutama yang 

memiliki pengetahuan tentang pajak. Jika petugas sudah memahami 

tentang pajak, maka akan semakin mudah untuk memberikan sosialisasi 

serta memberi pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya 

membayar pajak. Oleh sebab itu, Bakeuda Kabupaten Tabanan harus 

lebih teliti dalam memilih petugas untuk dijadikan sebagai petugas 

pajak (kolektor). 
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